PERJAMNJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PERSERODA PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN
DAMN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.
KANTOR CABANG TANMGERANG SELATAN
TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA NON
TUMNAI DI KOTA TANGERANG SELATAN
HNemor : D20TSE-PKSI2024
MNamor : 1001PKSIPITS 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Okiober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empal (30-
10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini;

I. TUBAGUS HENDRA . Dalam jabatannya selaku Direktur Utama
SUHERMAN Perusahsan Perseroan Daserah Pembangunan
Investasi Tangerang Selatan, Badan Usaha Milik
Daerah Pemenntah Kota Tangerang Selatan yang
dibentuk berdasarkan Perda No 2 Tahun 2013
sebagaimana telah divbah dengan Perda Mo 2
Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan
Investasi Tangerang Selatan menjadi Perusahaan
Persercan Daerah Pembangunan Investasi
Tangerang Selatan dengan Akta Pendinan Mo. 15
tanggal 08 Mei 2014 dan perubahan terakhir akla
Nomor 02 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibual
dihadapan Titi Sulistyowati, SH, Motaris di Kota
Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan
persetujuan  perubahan  Anggaran  Dasar
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-
O0E6117.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 30
QOktober 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk
dan atas nama Perusahaan Perseroan Daerah
Pembangunan Investasi Tangerang Selatan,
beralamat di PITS Building, JI Parakan No 63, kel
Pondok Benda, Kec Pamulang, Kola Tangerang
Selatan, wunfuk selanjulnya disebut “PIHAK
KESATU"™.
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Il. MUHAMAD HARTAMI| . dalam kapasitasnya selaku Pemimpin PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Baral dan Banten, Tbk
Kantor Cabang Tengerang Selatan., dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebul berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor 0011/5K/DIR-HCASZOZ2,
Tanggal 11 Januar 2022 tentang Rotasl, Mutasi &
Promos!i dan Swrat HKuasa Direksi MNomor
000VKADIR-HCA2020 Tanggal 02 Januarl 2020
Tentang Kuasa tanpa Hak Suvbsitusi oleh dan
kamenanya sah bertindak mewakili uniuk dan atas nama
PT. BANK PEMBANGLINAN DAERAH JAWA BARAT
DAaN BAMTEM, Thk, barkedudukan dan barkantor pusal
di Bandung, Jalan Narpan No, 12 -14, yang didirikan
berdasarkan Akta Pendifan PT, Bank Pembangunan
Daerah Jawa Baral Nomor 4 tanggal 8 Aprl 1999 dan
Perbaikan Akla Pendiran Perseroan Nomor 8 tanggal
15 Aprl 1539, yang lelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Akta Pemyataan Kepulusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banlen, Tbk, Nomor 12 tanggal
2 Aprl 2024 yang dibuat oleh Notars R. Tendy
Suwarman, Sanfana Hukum, Motans o Kota Bandung
dan lelah dibertahukan dengan Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Penenmaan Pembentahuan
Ferubahan Anggaran Dasar Momor AHU-AH.01.03-
0089374 Tanggal 19 Aprl 2024 serta perubahan
susunan Pengunus Perseroan sebagaimana tertuang
dalam Akta Pemyalaan Kepulusan Hapal Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa barat dan Banten. Tbk. Nomor 13 tanggal
05 September 2024 yang dibuat aleh Notans R, Tendy
Swwarmman, Sanana Hukum, Motans di Kola Bandung
dan telah diberiahukan dengan Keputusan Menier
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagalmana Swurat  Penerimaan  Pembentahuan
Ferubahan Dala Perseroan Momor AHU-AH.01.08-
0254339 Tanggal 23 September 2024 selanjutnya
disebut "PIHAK KEDUA",

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Peranjian ini selanjutnya
disebu! PARA PIHAK dan secara sendin-sendin dizebul PIHAK, menerangkan ledeblh dahulu
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Misk Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan organisasi yang memifiki stalus korporat yang
independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang dilunjuk oleh pejabal pemenntah daerah
dengan kepemilikam saham mayontas publik yang bergerak di bidang usaha
Penyelenggaraan Alr Minum dan Aneka Usaha sebagai mitra stralegis Pemerintah Kola
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Tangerang Selotan yang memberkan muliplier effect bagi perumbungan ekonomi dan
kesojahiernan Masyorakal Kota Tangerang Selatan,

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahnan yang bergerak dalam bidang Jasa dan layanan
porbankan

3. Bahwa PIHAK KESATU telsh mengajukan penawaron kefasama kepada PIHAK
KEDUA berdasarkan Sural Momor 3858Und/DIRUTAI2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal
Undangan Presentas Digilalisasi Pasar,

4, Bahwa PIHAK KESATU lelah menyetujui penawaran kerjasamd dar PIHAK KEDUA
melalul Surgl Noemor 3100DIRUTAIIZ024 tangpal 1 Juli 2024 perihal penunjukan vendor
Digatalisasi Fasar,

Berdasarkan hak-hal tersebut di alas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya sepakat untuk
mengadakan Perfanjian Kerfasama tenlang Layanan Penerimaan Pembayaran Retribusi Pasar
Secara Mon Tunai di Kola Tangerang Selalan {uniuk selanjulnya disebul "Perjanjlan”) dengan
Syaral-syarat dan keleniuan-kelantuan sebapai bankul &

Pasal 1
DEFINISI

Apabils tidak didentukan lain dalam pasal-pasal Parjanjiam Inh, maka istlah-istlah yang
terdapal dalam Perjanjian ini memiliki anti sebagai berikut -

1. Data Wajib Retnbusi adatah seluruh informasi data yang terkail dengan Wajib Retribusi
yang telah terdaftar dalam Sisterm PIHAK KESATL.,

2. Har Kera adalah har dimana PIHAK KEDUA melakukan kegialan cperasional sesuai
dengan ketenluan Bank.

3. Layanan Perbankan adalah fasililes yang disedizkan oleh PIHAK KEDUA antara |ain:
penyeloran dan penanken lunai melald Teller, ATM, EDGC dan fasilitas electronic banking
vang telah ada maupun yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dimasa yang akan
datang.

4, Wajib Relnbusi, yang selanubrya disingkal WR adalah orang prbadi alau badan yang
menurl peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan umuk melakukan pembayaran
relrbusl, termasuk pemungul ataw pemalong retrbusi {ertentu.

5. Relnbusi Pelayanan Pasar yang selanjuinya disebul Relrbusi adalah pembayaran atas
penyediaan fasiitas pasar yang berupa halaman/pelalaran, parkir, bongkar mual, Los, Kios
atau toko dan bentuk lalnnya yang dikelola aleh Pemenntah Daerah atau yang berada pada
kawasan penalaan pasar dan khusus disediakan uniuk pedagang, tidak termasuk pasar
yang dikelola oleh swasta

6. Bukt Pembayaran adalah hasil prnl owl teller, struk ATM atau bukli pembayaran/
penyetoran lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atas Pembayaran Retribusi yang
digunakan sebagai alat bukti iransaksi pembayaran Relribusi yang sah,

7. Nilal Retribusi adalah nominal yang harus dibayar oleh WR berdasarkan tagihan atas
Retnibusi terutang sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan.

8. Rekonsiiasi adalah verifikasi data yang dilakukan olech PARA PIHAK alas dala
pembayaran Retribusi.

8. Rekening GiroTabungan Mon Pervmangan Penampungan Penenmaan adakah rekening
gtas nama PIHAK KESATU berfungsi uniuk menampung pembayaran dana Setoran
Pasar.

10. bjb Virfual Accoun! adalah Sistern layanan perbankan yang diberikan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU berupa nomor idenifikasi WH vang dibuka aleh PIHAK KEDUA
gtas permintaan PIHAK KESATU kepada WH sebagal Momor Rekening Tujuan
peEnenmaan (collection) seliap seloran Pembayaran Retribusi.
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11. bjb EDC (Electronic Dafa Caplure) adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia
Iransaksi dan alal pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau
menggesek karfu ATM, karu dedil maupun kardu kredid dalam sualu bank maupun antar
bank, serta dilengkapi dengan fasilias pembayaran lainnya yang lerkoneksi secara
realtime.

12. Mesin POS (Painf of Sales) adalah seperangkal sistem komputer yang lerdiri atas sistem
operasi, software dan hardware yang didesain khusus dengan dilengkapl beberapa alat
alau device agar bisa membaniu mempercepal proses transaksi pembayaran,

13. Qurck Response Indonesia Standard yang selanjuinya disingkat QRIS adalah Standar QR
Code Pembayaran yang difetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam
memiasiinasi ransaksi pembayaran di Indonesia khususnya uniuk Pembayaran Relribusi,

14, Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak Lain
dengan menggunakan instrumen berupa Alal Pembayaran Menggunakan Karu {(APMEK),
cek, bilyel giro, uang elekronik alau sejenisnya,

15. Pembayaran Reldbusi adalah transaksi pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Keota
Tangerang Selatan oleh WR.,

16. Laporan Transaksi adalah laporan data tramsaksl yang berhasil dilakukan oleh VWajib
Retribusi sesuai cull off jam lransaksi pembayaran yang disepakati PARA PIHAK dalam
bentuk sof copy.

17. Rekonsidiasi adalah proses penyesuaizn data transaksi dan nominal dana pensrmaan
pembayaran relnbusi yang diperoleh dan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MAKSUD DAN TULUAN

{1} Maksud Perjanjian ini adalah unluk memenuhi kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam rangka pengelolaan Penerimaan Pembayaran Retribusi di Kota Tangerang
Selatan melalul Layanan Perbankan.

(2} Tujuan Perjanjian ini adalah uniuk melaksanakan terib administrasl dan menjamin
kepastian hukum bagi PARA PIHAK,

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Layanan Pembayaran Retribusi Secara Mon Tunai di Hota
Tangerang Selatan.

Fasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peranjian ini meliputi Penerimaan Pembayaran Retribusi secara non tuna:
melalui layanan perbanken PIHAK KEDUA,

Pasal &
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialur sebagai berikul ;

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mendukung Layanan Pembayaran Felribusi
Secara Non Tunai di Kota Tangerang Selatan.
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(2} PIHAK KESATU membuka Rekening Gire/Tobungen Mon Pergrangan Penampungan
Pencrimaan padas PIHAK KEDUA untuk menompung hagil penerdmaan Pombayaran
Retnbusi, dengan data sebaga barkul:

Momor Rekening : 0112524001104
Alns Mama : PERSERODA PITS
Bank : bank bjb Cabang Tangerang Selatan.

{3) PIHAK KEDUA akan menerma uniuk dan alas nama PIHAK KESATU alas transaksi
Pembayaran Refrbusi melalui Layanan perbankan wniuk  selanjuinya  dilakukan
rekonsiiasl sebagaimana dialur dalam Pasal T Peranjian,

Fasal &
TATA CARA PEMBAYARAMN

{1} WR dapal melakukan Pembayaran Relrbusi melalui layanan perbankan.

{2) WR yang melakukan Pembayaran Retribusi melalui Layanan Perbankan akan
mendapatkan Bukti Pembayaran yang telah divaidasi oleh PIHAK KEDUA.

Fasal T
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATL

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. Menerima Layanan Perbankan sesuai dengan kelenluan peraluran perendang-
undangan yang beraku;

b. Mengrima layanan Pembayaran Relrbusi melalui Layanan Perbankan sebagaimana
mesiinya;

¢. Menenma laporan transaksi hanan seluruh Pembayaran Relrbusi yang telah dilakukan
rekonsiliasi dar PIHAK KEDUA maksimal seliap had kerja jam 17.00 WIS,

d. Menerima laporan pelimpahanipemindahbukuan dara hanan hasil Pembayaran
Retribusi yang lelah dilakukan rekonsiliasi, dan PIHAK KEDUA maksimal pada hari
kerja berikuinya jam 14.00 WIB: dan

e, Berhak secara bersama-sama alau sendin-sendii melaksanakan kegiatan publikasi
antara lain mekputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang Pelayanan
Peneimaan Pembayaran Refribusi yang pelaksanaannys akan diatur lebih lanjul
setalah diseujui oleh PARA PIHAK,

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Memberikan informasi yang lepat dan berkelanjulan mengenai kelentuan yang berlaky
di Lingkungan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terkait pelayanan Pembayaran
Retribusi;

b. Menyediakan dan/atau menyershkan data polensi jumiah wajb reinbusi  PIHAK
KESATU uniuk kepentingan menitering Pembayaran Retribusi;

¢. Memberikan akses user monitoring dala hasd Pembayaran Relnbusi hanan yang
tercatat di sistem PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA uniuk keperiuan rekonsiliasi:

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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d. Melakukan rekonsiliasl dan monitoring setisp had alas iransoks| dan pelimpahan dena
pembayaran Retribasi; den

@, Melakukan ovoluasl leknis atas pelaksanaan Peranjian Kena Sama, sekurong-
kurangnyn salu kall setiap 3 (tiga) butan alau sewaklu-wakiu sesual kabututn,

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

{1) Hak PIHAK KEDUA :

a. Menerima informasi yang tepal dan berkelanjulan mengenal kelentuan yang bertaku di
Lingkungan PIHAK KESATU terkait pelayanan Pembayaran Ralribusi;

b. Menerima data potensi jumlah WR unluk kepentingan moniioring Pembayaran Relribusi;
dan

. Menefima akses user monitaring dala kepada sisterm monitoring milik PIHAK KESATU
atas hasil Pembayaran Relribusi secara harian yang lercatat di sistem PIHAK KESATU
untuk keperuan rekonsiliasi;

{2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Memberikan Layanan Perbankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang-undangan yang beraku;

b. Melayani Pembayaran Retribusi metalui Layanan Perbankan;

¢. Membua! dan menyerahkan laporan transaksi haran seluruh Pembayaran Retribusi
Pasar yang telah dilakukan rekonsiiasi kepada PIHAK KESATU maksimal sefiap hard
kerja jam 17.00 WIB;

d. Membua! dan menyerahkan laporan pelimpahan dana harian hasil Pembayaran

Retribusi yang telah dilakukan rekonsiiasi kepada PIHAK KESATU maksimal pada hari
kerja berkuinya jam 14.00 WIB;

e. Melimpahkanimemindahbukukan dana hasil Pembayaran Retribusi dengan keleniean
sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perqanjian ini;

{ Melakukan rekonsiliasi dan menitoring setisp hari atas transaksi dan pelimpahan dana
Pembayaran Retrbusi; dan

g. Melakukan evaluasi leknis atas pelaksansan Pernanjian Kerja Sama sekurang-
kurangnya satu kall setiap 3 (tiga) bulan atau sewakiv-wakiu sesuai kebutuhan.

Pasal 9
MEKANISME PELIMPAHAN DANA PENERIMAAN PEMBAY ARAN RETRIBUS! PASAR

{1) PIHAK KESATU memberikan akses usér moniloring data kepada sistem monitoring milik
atas hasil Pembayaran Retribusi haran kepada PIHAK KEDUA untuk keperuan
rekonsilias.

{2) Hasd Pembayaran Relnbusi melalii Layanan Perbankan PIHAK KEDUA akan
diimpahkan pada hari kerja yang sama maksimal pada pukud 17.00 WIE,

a. Agar dipenalas dan diatur dalam Peqgangan ini, apakah hasi iransaksi dan Pembayaran

Retribusi langsung masuk di disimpan pada rekening penampungan (Fasal 4 ayal (2] alay
tdak, fika dak agar dalur mekanismenya pada keleniuan ing

| ; S

|-HH§H_EEE_M.‘!J_ PIHAK KEDUA_
o

1l & ddasi 1T

Dipindai dengan CamScannear


https://v3.camscanner.com/user/download

b, Agar ditelti bahwa Mrdapal 2 fdua) akiviies yang digksanakan dongan wakly pelaksanasn
maksimal pada puk 17.00 setap haraya yaty peimpahan hasd trmnsaks! sebagamana
diatur pade Kausul di afas dan pembuafan sevta penyerahan lporan sebogamand datur
pada kaused yang tercamium dalam ayal Pasal § ayaf (1) huruf € dan Pasal 7 ayal (2) hunt
C. 8tas hal fersebud agar dipastkan urutan wakiu pelaksanaannyd mengingal bank akan
mefibukan pelimphan atas hasd fransaks! pembayaran Refrbus sefelah  difakukan
nekongias,

(3) Untuk pembayaran pada Harl Kerja terakhir di bulan Desember lahun berkenaan, dana
hasil transaksl Pembayaran Reiribusi ddimpahkan pada Hari Kesja yang sama maksimal
pada pukul 16.00 VWIB waklu setempal alau waklu lain yang ditentukan oleh PIHAK

KESATU.

Pasal 10
HERAHASIAAN

{1) PARA PIHAK wajib merahasiakan saliap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam
bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksansan Peganjian ini,
dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan
danfatau peryvebaran maupun menggandakan alau memperbanyak dengan cafa apapun
seliap data, dokumen-dokumen, keterangan danfalau informasi lainnya dalam bentuk
apapun lanpa perselujuan tertulis tedebih dahulu dan masing-masing PIHAK,

{2} PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perdangan ini
dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya unluk kepentingan dan pelaksanaan
Perjanjian ini

(3 PARA PIHAK sepakal bahwa semua informasi yang diperoleh dad dan mengenal pihak
lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-lujuan pelaksanaan Peranjian ini sera
tidak akan menggunakannya di luar Engkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada
pihak keliga tanpa izin tertulis terebih dahulu dan masing-masng PIHAK.

(4) Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2], lidak beriaku pada:

a. Informasi yang lelah diketahul umum;

b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penefima informass;

¢, Informasi yang dibuka kepada pihak keliga tanga pembatasan olah PARA PIHAK;
d. Informasi yang dibual oleh masing-masing PIHAK; dan
e

, Informasi yvang dibuka karena keteniuan hukum atsu perntah Peraturan Perundang-
Lindangan.

f. Ketentuan-kelentuan lentang kerahasiaan di atas tetap berdaku sekalipun Perjanjian ini
berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan letap berkekuatan hukum dan
beraku penuh.

Pasal 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1] PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamen bahwa pihak-pihak yang menandaiangani
Peranjian inl danfalau surat-sural lanmnyatampiran adatah merspakan pihak-pihak yang
berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam
Angparan Dasar daniatau keputusan/kelentuan lain masing-masing pihak. Dalam hal
diwakili oleh kussa, maks PARA PIHAK sepakal untuk melepas ketenduan Paszal 1813
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kuasa.

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

s i

'rr'
sl 7 olard L2

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2) PARA PIHAK akan melaksanakan isi ketentuan dalam Peqanjian ini dengan penuh
langgung jewab serla profesional,

(3) PARA PIHAK lelah melakukan tindakan-lindakan hukum yang diperukan agar penanjian
dan dokumen-dokurnen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini sah dan bdak
berentangan atau melanggar kelenluean yang beraku,

{4) PARA PIHAK saling menyalakan dan menjamin babwa semua daiafnformasi yang
disampaikan secara lertulis alaupun dengan cara lain yang lelah disepakali oleh PARA
PIHAK, dari salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah datafinformasi yang benar.

(5) Twlak ada Peranjian atau kesepakatan yang secara langsung atsu tidak langsung dapat
membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.

(8) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA alas segala keluhan, Kaim,
tuntdan, dan atau kerugian dar WR sehubungan dengan dan sefauh menyangsut
kebenaran besamya Nilai Retibusi, Denda dan Total Bayar Pembayaran Retribusi,
sehingga halkhal demikian sepenuhnya memnjadi risiko dan beban sera tanggung j@wab
PIHAK KESATU.

{7) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim,
tuntutan dan atau kerugian WR sehubungan dengan dan sejauh menyangkul tentang
penyelenggaraan Layanan Perbankan, sehingga hal-hal demikian sepenuhmya menjadi
risiko dan beban serla tanggung jawab PIHAK KEDUA.

{B) PARA PIHAK menjamin lidak akan mengambd keuntungan dan adanya kesalahan dalam
Perjanjian ini.

(%) PARA PIHAK menyatakan dan menfamin bahwa penggunaan perangkat lunak di masing-
masing PIHAK pada Peranjian ini tidak berlenlangan dengan ketentuan Hak Kekayaan
Infelekiual,

Pagal 12
JAMGHA WAKTU

{1) Jangka wakiu Peranjian ini beraky selama 5 (lima) lahun sejak diandatangani Perjanjan
ini yailu sejak tanggal 30 Oklober 2024 sampai dengan langgal 30 Oktober 2029,

[2] Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka wakiu, maka PIHAK yang
menghendaki perpanjangan Perjanjlan wajib memberitahukan maksudnya lersebut kepada
PIHAK lainnya selambat-lambainya dalam |angka wakiu 3 (liga) bulan sebebum
berakhimya jangks wakliu tersebul,

{3) Dalam hal salah satu PIHAK menyetujul perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayal (2), penandatanganan Perjanjian inl harus diakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari Kerja sebelurn berakhimya Perjanjlan ini.

(4) Kesepakatan uniuk memperpanjang Jangka waklu Perjanjlan wajib dibual secara terulis
dan berlaku sebagai addendum dan addendum marupakan lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan darl Parjanjian inl

(5) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud menpgakhii Pedanfan ini sebolum jangka wakiu
sebagaimana dimaksud pada aysl (1) berakhir, moka PIHAK lersebul memberitahukan
secara terulls kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 {iga) bulan sebelum berakhimya
Perjanjian ini.
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Pasal 13
FEMBIAY ALAM

Pembiayaan yang dipedukan uniuk pelaksanzan Perjanjian ini, dibebankan kepada PARA
PIHAK secara proporsional, sesuni ketenluan peraturan parundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

i1} Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majewe) adalah kejadian-kejadian yang
terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan malerial dapat
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Peranjian Kera Sama
ini, termasuk lerjadinya peristwa alam seperti gempa bumd, angin topan. banjir, tanah
longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara,
terorisme, sabotase, pemberoniakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang
dinyatakan atau fidak, ketentuan alau kebjaksanaan negara yang wajib ditaabi.

(2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud Ayal (1), pihak yang terkena force
majeune wajib membertahukan secara terfulis kepada pihak lainnya dalam wakiu
selambat-dlambatnya 7 (lujuh) har kera lerhitlung sejak teradinya force majeure tersebul
dan harus membuat rencana wang pelaksanaan kewajibannya yang lerflunda lersebut
dizertai batas wakiu pelaksanaannya.

(3) Apabila pihak yang mengalaml force majeure lidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam ayal (2), maka segala kerugian, resiko dan konsekuénsi
yang mungkin tmbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force
majeure.

Pasal 15
BERAKHIRNY A PERJANJIAN

{1} Perjanjian ini dinyatakan berakhir dengan berakhimya jangka wakiu sebagaimana
ditetapkan datam Pasal 12 ayal (1),

{2) Perjanjian ini dapal diakhiri sebelum jangka wakiu Perjanjian sebagaimana dilelapkan
dalam Pasal 11 Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku
mengikal bagi PARA PIHAK dengan syaral pemberifahuan secara lerulis oleh PIHAK
yang menghendaki, dengan jangka waklu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender
sebelum wakiu pengakhiran yang disepakati

{3) Masing-masing PIHAK berhak sewakiu-wakiu melakukan pemulusan/pengakhiran
Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK lainnya yang disebabkan oleh hal-hal di bawah ini ;

a Salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian dan tidak
memperbaikinyatidak melakukan tlindakan pemulihan sefelah dibedkan 3 (liga) kali
syrat peringatan dari PIHAK vang dirugikan dengan jangka wakiu masing-masing sural
peringatan adalah 14 (empal beias) Hari Kerja; dan

b, Sslsh satu PIHAK sebapgaimana dimaksud dalam Perjanjian inl telsh melanggar
ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

c. Termadap kelentuan alau perintah pemerntahfregulator yang menyebabkan lidak
dapat dilaksanakannya Perjanjian ini

[ PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA_
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{4) Berakhinya Perjan)ian inl bodk korenn berakhimya masa berdake Parjanjlan alaupun
karena pengakhimn secarn seplhak oloh solah saki PIHAK, lidak membebaskan PARA
PIHAK telap melnksanakan kowajiban-kewajiban lninnyn yang sudah timbul'masih beralan
berdnsarkan Parjan)ian inl sampal dengan terpanuhinyn kewajiban-kewajiban lersebul.

Pasal 16
WANPRESTASI

Sotinp pelanggoran yang dilakukan oloh salah satu pihak atas kowajiban-kewajibannya yang
timbul berdasarkan Perjanjlan inl disnppap sebagai perbualan wanpresiasi, kecund jka
dilelapkan nin berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK,

Pasal 17
SANKSI

Dalam hal terfjadinya keadaan sebagaimana dimaksud delam Pasal Parjanjlan ini, maka ganti
keruglan dapal diselesakan dengan opsi berikul:

1 PIHAK yang diruglkan dapal meneruskan Perjanjlan ini dengan memperoleh ganti
rugliperbaikan secara proporsional dan sekaligus dar PIHAK lainnya terhadap kerugean
materil yang diderilanya; atau

2. PIHAK yang dirugikan dapal mengakhiri Perjanjian ini sesuai Pasal 12 ayat (7) hunf a
dengan mampersoleh ganti rug secara proporsional dan seksligus dard PIHAK lainnya
lerhadap kerugian malend yang dideritanya, serta lidak diwajibkan melaksanakan kewajiban-
kewajiban selanjuinya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanfian ini.

Pasal 18
KORESPONDENS]

{1) Setiap pernbertabuan, sural-menyurat, lawaran, pemmohonan, perminiaan, dan lain
sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Peranjian  (selanjulnya disebwt
"Pembarilahuan”) lermasuk mengenal perubahan alamat atau nama-nama wakil masing-
masing PIHAK harus dilakukan secara lerulis dan disampa®an secara {a) diantar
langsung, (b) pos tercatat atau (c) melalui faksimili sebagaimana dipilin oleh Fihak yang
menyampaikan Pembertahuan, yang diwukan ke alamat atau nomor faksimai tersebul di
bawah imi;

a. PIHAK KESATU
Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.

Alamat ¢ J. Parakan Mo 63, Kel Pondok Benda, Kec Pamulang, Kota Tangerang
Selatan,
Telp :0812B711270
Email » keudivisipasan@gmail.com
Lip » Repala Divisi Aneka Ussha
b. PIHAK KEDUA
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Baral dan Banten, Tbk. Cabang Tangerang
Selatan
Alamal : JI Letnan Swulopo Komplek BSD Il bl Biok E no 1b Serpong
Kota Tangerang Selatan
Telp. ¢ (02115373686
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{2) Datam hal lerjadi perubahan alamatl danfalau nomor faksimili, pihek yang mengalami

perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam wakiu paling
lambat 5 (lima) har kera sebelum adanya perubahan dimaksud, Jika perubahan lersebut
fidak dibertahukan kepada PIHAK lainnya, maka pembentahuan ke alamal dan/atau
nomor faksimili wvang lerakhe dianggap beraku, sefingga segala akibal keterambatan
Pembertahuan akibat perubahan menjadi tanggung [awab PIHAK yang mefakukan
perubahan lersebut

(3} Apabidla perubshan alpmal tersebud fidak dibenlahukan maka sural-menyurat atau
pemberitahuan-pemberlahuan berdasarkan Peranjian  dianggap  telah  diberikan

semeshmya yang ditujukan ke alamal lersebul di atas atau slamal lerakhir yang
diketahuiftercatal pada masing-masing PIHAK.

14} Pembertahuan dianggap telah diterima pada (a) langgal penenmaan [ika dianlar langsung,
{b) tanggal hari ketiga setelah dikiim melalui pos lercatal atau (c) tanggal penginman jika
dikirim melalui faksim#i, yang dibuktikan dengan lembar konfimasi penginiman dan mesin
faksimil bersangkulan.

{5} PIHAK, yang menginmkan pemberilahuan wajib menanggung dan membayar semua
ongkos atau baya yang imbul karenanya.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal tegadi perselisihan dalam menafsikan dan atau dalam melaksanakan isi
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakal uniuk sedapat mungkin menyelesaikan secara
musyawarah uniuk mufakal

(2) Apabila dalam jangka wakiu 30 (liga puluh) han kalender penyelesaian perselisihan dengan
cara musyawarah tersebul lidak tercapai mufakal, maka PARA PIHAK sepakat uniuk

memidih tempal kedudukan hukuem yang letap dan umum di Kentor Pengadilan Megeri
Tamgerang.

Fasal 20
KETEMTUAN LAIN-LAIN

(1) Segala ketentuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal Pedanfan ini macpun lampiran-
lampirannya dibuat dengan kesepakatan dan ifikad baik. Dalam hal terdapal pemyataan,
keputusan, alau perubahan peraturan hukum di kemudian han, yang menyebabkan salzh
satu atau beberapa kelentuan dalam Perjanjian menjadi berlentangan atau tidak sah, maka
Peranjian lidak dapat dibataikan, melainkan akan disesuaikan kembali oleh PARA PIHAK.

(2) Bilamana karena sesuatuy perubahan hukum alau kebgakan Pemeriniah, alau kepulusan
badan peradilan atau karena alasan apapun, salah salu atau lebih dan ketembean
Pefanfan ni menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat
dilzksanakan, maka PARA PIHAK seluju untuk menggantikan ketentuan lersebul dengan
ketentuan yang sah, mengikal dan dapal dilaksanakan yang dan segi tjuan Perjanjian ini
dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan
tidak sah, idak mengikal alau bdak dapal dilaksanakan lersebul

(2} Dalam hal ada suatu ketentuan Perjandian ind yang tidak sah atau tidak beraku atau tidak
dapal didaksanakan karena alasan agspun juga, maka hal tersebut tidak mempengarubd
keabzsahan, berdakunya serta dapat dilaksanakannya kelenluan-ketentuan lainmya dan

"PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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Perjanfian inl. PARA PIHAK wajib mencar jalan keluar dan membuat ketentuan-kelentuan
lain yang menggantikan keteniuan-keteniuan yang lidak sah, tidak beraku alau tidak dapal
ditaksanakan lersebul. |

(4) Segala sural-menyurat dan pemyalaan yang diberikan oleh dan telah disepakal oleh
PARA PIHAK, merupakan salu kesatuan dan lidak lerpisahkan dar Perjanjian.

Pasal 21
PENUTUP

Demikian Peranfian ini dibual dan ditandalangani cleh  PARA PIHAK di Tangerang
Selatan pada har dan tanggal tersebut i alas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua)
rangkap masing-masing bermeleral cukup sera 2 (dua) rangkap sisanmya lanpa mefersas
mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh PARA PIHAK uniuk dipergunakan
sebagaimane mestinya,

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
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